CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 - 2026

VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI

A\ 4

MiSI
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG KUAT DAN BERKESINAMBUNGAN

A\ 4
TUJUAN MISI
Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan
INDIKATOR : Indeks kepuasan layanan infrastruktur

RPJMD

A\ 4

SASARAN MiISI
Meningkatnya konektivitas antar wilayah
INDIKATOR : Rasio konektivitas

\ 4

TUJUAN RENSTRA
Meningkatnya konektivitas antar wilayah

RENSTRA IKU INDIKATOR : Rasio Konektivitas

A\ 4 \ 4 Y Y

SASARAN RENSTRA 1
Meningkatnya konektivitas antar
wilayah
INDIKATOR : Rasio Konektivitas
(Target Akhir 87.85)

SASARAN RENSTRA 2
Meningkatnya pelayanan angkutan
INDIKATOR : Persentase pelayanan
angkutan jalan di Kabupaten
Pemalang (Target Akhir 64.86)

SASARAN RENSTRA 3
Meningkatnya sarana prasarana
perhubungan
INDIKATOR : level of service (Target
Akhir 0.42)

SASARAN RENSTRA 4
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan
Layanan Urusan Pemerintahan

INDIKATOR : |IKM (Target Akhir 83)
SAKIP (Target Akhir 67)




SASARAN RENSTRA 1
Meningkatnya konektivitas antar wilayah
INDIKATOR : Rasio Konektivitas (Target Akhir 87.85)

v

v

PROGRAM PENGELOLAAN

prasarana
perhubungan dalam
kondisi baik (Target
Akhir 85.72%)

v
Kegiatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PELAYARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
Indikator Kinerja JALAN (LLAJ)
e  Persentase sarana Indikator Kinerja

Persentase unit terminal
penumpang dan perpakiran
sesuai standar (Target Akhir
73.08%)

Persentase kendaraan
angkutan umum vyang laik
jalan dan tertib administrasi

SASARAN RENSTRA 2

Meningkatnya pelayanan angkutan

INDIKATOR : Persentase pelayanan

angkutan jalan di Kabupaten Pemalang

(Target Akhir 64.86)

v

SASARAN RENSTRA 3
Meningkatnya sarana
prasarana perhubungan
INDIKATOR : level of
service (Target Akhir

0.42)

SASARAN RENSTRA 4
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan
Layanan Urusan Pemerintahan
INDIKATOR : IKM (Target Akhir 83)

SAKIP (Target Akhir 67)

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Indikator Kinerja

e Persentase kendaraan yang lulus
uji kir (Target Akhir 82%)

e Persentase awak angkutan yang
meningkat kompetesinya (Target
Akhir 60%)

A

Pembangunan dan penerbitan izin

(Target Akhir 90%)

pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau

v

v

v v

PROGRAM

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Indikator Kinerja

e Presentase sarana
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik :
(Target Akhir 85.72 %)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indikator Kinerja

e IKM : (Target Akhir 83%)
e SAKIP : (Target Akhir 67%)

v

Indikator Kinerja

Persentase kendaraan angkutan
umum yang laik jalan dan tertib
administrasi (Target Akhir 85%)
Kegiatan

e Penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan
orang/barang antar kota dalam
1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Penerbitan izin

penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek lintas
daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan tarif kelas ekonomi
untuk angkutan orang yang
melayani trayek serta angkutan
perkotaan dan perdesaan
dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

Persentase unit

terminal penumpang

dan perpakiran sesuai

standar (Target Akhir

60.20%)

Kegiatan

e Pengelolaan Terminal
penumpang tipe C

e Penerbitan izin
penyelenggaraan dan
pembangunan
fasilitas parkir

Indikator Kinerja
Persentase kendaraan
yang lulus uji kir
(Target Akhir 81%)
Kegiatan

Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja
Persentase awak
angkutan yang
meningkat
kompetesinya (Target
Akhir 50%)

Kegiatan

Audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ di
Jalan

v

Kegiatan

® Penetapan rencana
induk jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

e Penyediaan
perlengkapan jalan di
jalan Kabupaten/Kota

e Pelaksanaan
manajemen dan
rekayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota

e Persetujuan hasil
analisis dampak lalu
lintas (Andalalin) untuk
jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan

e Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e Administrasi keuangan perangkat
daerah

e Administrasi kepegawaian
perangkat daerah

e Administrasi Umum Perangkat
Daerah

e Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan pemerintah
daerah

e Penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintah daerah

e Pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah
daerah




